
 
1 

 

 
PEMERINTAH  PROVINSI  RIAU 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU 

NOMOR :  6 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS 

KESEHATAN PROVINSI RIAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR RIAU, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat secara prima, profesional 
yng berdasarkan prinsip Manajemen Mutu dengan 
konsisten dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan 
kemampuan pengujian berbasis kompetensi, maka perlu 
ditunjang dengan pembiayaan yang memadai; 

 
b. bahwa Keputusan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2002 

tentang Tarif Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan, 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan jenis pelayanan 
laboratorium kesehatan dan biaya operasional saat ini, 
untuk itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT 
Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan 
Provinsi Riau ; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, 
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

 
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 
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4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

 
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 

 
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

 
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ) 
 

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063) ; 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ); 
 

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan 
Tarif Laboratorium Kesehatan ; 

 
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium 
Kesehatan ; 

 
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 
9); 

 
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 
2008 Nomor 44); 
 

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Uraian Tugas  Unit Pelaksana Teknis Dinas  Kesehatan 
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Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 
Nomor 49); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU 

 
dan 

 
GUBERNUR RIAU 

 
MEMUTUS K A N : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH 

PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT LABORATORIUM 
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
PROVINSI RIAU 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Riau; 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau; 
 
3. Gubernur adalah Gubernur Riau; 
 
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau; 
 
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau; 
 
6. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau; 
 
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau; 
 
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
 
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas 

Kesehatan Provinsi Riau selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana 
Teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan 
pemeriksaan laboratorium kesehatan dan lingkungan . 

 
10. Tenaga kesehatan adalah tenaga teknis yang bekerja yang menghasilkan 

produk hasil uji pada UPT. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan 
Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

 
11. Laboratorium kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan 

pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, 
penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau 
bahan bukan berasal dario manusia untuk penentuan jenis penyakit, 
penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat 
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. 



 
4 

 

 
12. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan 

pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, bakteriologi, 
parasitologi, imunologi, patologi, virologi dan atau bidang lain yang 
berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang 
upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

 
13. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah laboratorium 

kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang 
mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan 
kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama 
untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan 
kesehatan masyarakat. 

 
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan 
yang diberikan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan. 

 
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

 
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk penerima atau pemotong retribusi tertentu. 

 
17. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan laboratorium 

kesehatan yang diberikan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan 
Lingkungan kepada orang pribadi atau badan yang terdiri dari 
pemeriksaan laboratorium klinik (hematologi, kimia klinik, bakteriologi, 
parasitologi, imunologi, patologi, virologi dan atau bidang lain), 
Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan (mikrobiologi, fisika, 
kimia dan atau bidang lain) dan radiologi. 

 
18. Jasa adalah pelayanan yang diberikan UPT Laboratorium Kesehatan dan 

Lingkungan kepada pelanggan untuk kegiatan pemeriksaan laboratorium. 
 

19. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan 
kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang 
dibebankan kepada pelanggan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang 
diterimanya. 

 
20. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan 

mengelompokkan beberapa  jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan. 
 

21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPT Laboratorium 
Kesehatan dan Lingkungan atas pemakaian sarana dan prasarana yang 
terdiri atas biaya operasional, biaya bahan dan biaya pemeliharaan yang 
digunakan langsung dalam proses pemeriksaan laboratorium. 

 
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana Pelayanan 

Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan atas jasa yang diberikan kepada 
pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko 
dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium. 
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23. Pelanggan adalah setiap orang/badan yang datang ke UPT Laboratorium 
Kesehatan dan Lingkungan untuk mendapatkan pelayanan laboratorium 
kesehatan. 

 
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan atau organisasi, organisasi sosial politik atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 
lainnya. 

 
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terhutang. 

 
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan denda. 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Laboratorium 
Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan dipungut retribusi atas Pelayanan 
Kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan. 

 
Pasal 3 

 
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan dan 

diberikan di UPT, kecuali pelayanan pendaftaran. 
(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan dari UPT. 
 

BAB III 
PENGGOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 4 

 
Retribusi pelayanan kesehatan pada UPT digolongkan sebagai Retribusi Jasa 
 Umum. 

 
 

BAB IV 
PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI 

Pasal 5 
 

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan 
dari UPT diwajibkan membayar retribusi. 

(2) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenai Retribusi adalah : 
a. Semua jenis pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan oleh UPT 

yang dikelompokkan sebagai berikut : 
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1. Laboratorium Klinis (Hematologi, Kimia Klinik, Bakteriologi, 
Parasitologi, Immunologi, Virologi dan atau bidang lain); 

2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan (mikrobiologi, 
fisika, kimia dan atau bidang lain). 

 
       b.Pemeriksaan Penunjang Medik (Radiologi dan lain-lain); 
       c.Pengujian Kesehatan (General Chek Up, yang sejenis dan macam  
          pemeriksaan sesuai permintaan ); 
       d.Dan pelayanan kesehatan lain sesuai dengan pengembangan UPT. 
 

BAB V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPT. 

 
BAB VI 

MASA RETRIBUSI DAN PENETAPAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG 
 

Pasal 7 
 

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Kesehatan. 
 

Pasal 8 
Retribusi terhutang terjadi saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

 
BAB VII 

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI 
 

Pasal 9 
 

(1) Besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan 
laboratorium, sarana laboratorium yang digunakan dan jasa pelayanan 
laboratorium yang diberikan. 

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.  

(3) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tahun) sekali. 

(4) Peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan 
perkembangan ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur. 

 
BAB VIII 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF 
 

Pasal 10 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan kesehatan dimaksud. 
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(2) Biaya sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. 

(3) Pelayanan kesehatan pada UPT Laboratorium dilakukan dengan 
profesional, cepat dan tidak diskriminatif kepada semua masyarakat 
termasuk masyarakat miskin. 

(4) Ketentuan dan tata cara pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
miskin berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur.  

 
BAB IX 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 11 
 
Retribusi dipungut di wilayah dimana pelayanan kesehatan diberikan oleh 
UPT. 
 

BAB X 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN 

 
Pasal 12 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
disamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(3) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat pemberian persetujuan 
pelayanan kesehatan oleh pelanggan dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan 

(4) Ketentuan dan tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi 
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan diatur dengan 
Peraturan Gubernur.  

BAB XI 
TATA CARA PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 13 
(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan surat teguran. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam 
Peraturan Gubernur.  

BAB XII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 14 
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya 
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang Retribusi 
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika : 

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 
langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkanSurat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 

BAB XIII 
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI 

DAN DENDA 
Pasal 15 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembebasan sanksi administrasi dan denda karena diluar 
kekuasaannya. 

(2) Ketentuan dan tata cara pengurangan dan pembebasan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Gubernur.  

 
BAB XIV 

TATA CARA PEMBETULAN PENETAPAN RETRIBUSI DAN PENGEMBALIAN 
KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 16 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan, yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan. 

(2) Ketentuan dan tata cara pembetulan penetapan retribusi dan 
pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Gubernur.  

BAB XV 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

Pasal  17 
(1) Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan. 

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
Provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan dan tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.  
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BAB XVI 
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

Pasal  18 
 

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan 
dan pelaporan pemungutan retribusi kesehatan. 

(2) Ketentuan dan tata cara pembukuan dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  

 
BAB XVII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 19 

(1). Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas 
pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan dan pola tarif pada UPT 
Laboratorium Kesehatan. 

 (2). Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawsan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan Keputusan Gubernur. 

 
BAB XVIII 

KERJASAMA DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
 

Pasal 20 
(1) Pelaksanaan  pelayanan kesehatan pada UPT laboratorium kesehatan 

dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. 

(2) Ketentuan dan tata cara kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 

(3) Kepala Daerah dapat membebaskan sebagian dan seluruh biaya pelayanan 
kesehatan seperti penggulangan keadaan luar biasa (KLB) program-
program kesehatan masyarakat dan permintaan instansi pemerintah yang 
menyangkut kepentingan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah. 

 
BAB XIX 

JASA PELAYANAN  
Pasal 21 

(1) Jasa pelayanan dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja 
pada UPT laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan 
Provinsi Riau. 

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas 
dikembalikan keseluruhannya kepada UPT Laboratorium Kesehatan dan 
Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur.  

 
BAB XX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
Pasal 22 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindakan pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau 
pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah gara keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dn 
jelas ; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubugan dengan tindakan pidana retribusi; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain 
berknaa dengan tindak pidana di bidang retribusi; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang 
dibawa; 

h. Memotret seseorag yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi; 

i. Memnggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagaimana tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; dan 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang adapt 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia seeuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. 

 
BAB XXI 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 23 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan 
Negara. 
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BAB XXII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 24 

Hal-hal  lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah  ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Gubernur. 
 

Pasal 25 
 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang mengatur hal yang sama dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku 

 
Pasal 26 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah  ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Riau 
 

Ditetapkan di  Pekanbaru 
pada tanggal 25 Oktober 2011        

  GUBERNUR RIAU 
 
                ttd 
 
H. M.  RUSLI  ZAINAL  

 
 
Diundangkan di Pekanbaru 
pada  tanggal 25 Oktober 2011 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU 
 
                              ttd 

H. WAN SYAMSIR YUS 
Pembina Utama  
NIP. 19530305 197306 1 003 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR : 6         
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